
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi

Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 3

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2

Tahun 2020 ten tang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati

ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Tana

Tidung;

BUPATITANATIDUNG,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang:

PERATURANBUPATITANATIDUNG
NOMOR 55 TAHUN2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATAKERJA INSPEKTORAT

BUPATITANATIDUNG
PROVINSI KALIMANTANUTARA



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung;

BABI
KETENTUANUMUM

Pasa11

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG
KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDAN
FUNGSISERTATATAKERJAINSPEKTORAT.

Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomopr 23

Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 tahun
2017 tentang pedoman nomenklatur Inspektorat
Daerah Provinsi Dan Kabupaterr/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tabun 2020 Nomor 2).



(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
a. Inspektur;
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal2
(1) Inspektorat Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam pasal

1 ayat (5) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah.

(2) Inspektorat Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipimpin oleh Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana Tidung yang dalam
melaksanakan tugasnya secara administratif bertanggung jawab kepada
Bupati Tana Tidung melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.

(3) Dalam Kedudukannya sebagai perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten

Tana Tidung merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
Daerah di bidang pelaksanaan unsur pengawas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai Unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah yang Memimpin Pelaksanaan unsur Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah otonomi Kabupaten Tana Tidung;

3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi
kewenangan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung;
6. Inspektor adalah Inspektorat Kabupaten Tana Tidung;
7.Inspektur Inspektorat adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Tana
Tidung;

8. Sekretariat adalah Sekretariat Inspektorat Kabupaten Tana Tidung;
9. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam
rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/ atau
keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.



pengawasan;
h. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan

melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari
Bupati danjatau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Pasa14
(1) Inspektur Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Inspektur Inspektorat- menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

BABIII
TUGASDANFUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektur

b. Sekretaris;

(1) KepalaSub Bagian Perencanaan Programdan Keuangan;
(2) KepalaSub BagianUmumdan Kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu I:
d. Inspektur Pembantu II:

e. Inspektur Pembantu InvestigasiDan Pengaduan Masyarakat:
f. KelompokJabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh
Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Sekretaris Inspektorat;

(2) Sub Bagian Pereneanaan Program dan Keuangan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. pengkoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran

Inspektorat Daerah;
b. pengkoordinasian penyiapan reneana program kerja pengawasan;
c. penginventarisasian hasil pengawasan;
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Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan Programdan Keuangan

Pasal5

(1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh Sekretaris Inspektorat yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat.

(2) Sekretariat Inspektorat mempunyai tugas membantu Inspektur
Inspektorat dalam melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke
dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah.

(3) Sekretariat Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian perumusan reneana program kerja dan anggaran

pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sarna;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan,
analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring
dan evaluasi pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah

tangga; dan
e. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat



b. koordinasi dan kerja sarna pengawasan dengan APIP lainnya
dan Aparat PenegakHukum;

c. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
e. Pelaksanaan urusan perlengkapan;
f. pelaksanaan urusan rumah tangga;
g. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait
dengan tugas dan fungsinya.

pada(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian, sebagaimana dimaksud
ayat (1), mempunyai tugas:

a. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
serta pengelolaan dokumentasi hukum

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaiandipimpin oleh Kepala Subbagian
yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
Sekretaris Inspektorat.

Pasal 7

Paragraf 2
Subbagian Umumdan Kepegawaian

d. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;

e. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan
evaluasi pengawasan;

f. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

g. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja
Inspektorat Daerah;

h. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan
pemeriksaan keuangan;

i. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan.
J. pelaksanaan perbendaharaan;
k. pelaksanaan verifkasi, akuntasi dan pelaporan keuangan;
1. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.



Pasa19
(1) Inspektorat Pembantu II dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu II

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
Inspektorat.

g. kerja sarna pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pemerintah lainnya

h. pernantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
1. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

Inspektur Jendera1;
j. penyusunan laporan hasil pengawasan;
k. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait

dengan tugas dan fungsinya.

BagianKeempat
Inspektorat Pembantu II

fungsionalc. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pernerintahan

daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

Pasal8

(1) Inspektorat Pembantu I dipimpin oleh seorang Inspektur Pernbantu I
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
Inspektorat.

(2)Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja
dan urusan pernerintahan daerah pada perangkat daerah.

(3)Inspektorat Pernbantu I dalam melaksanakan tugas sebagairnana
dimaksud pada ayat (2),mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan
pengawasan terhadap perangkat daerah;

b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu I



PasallO
(1)Inspektorat Investigasi Dan Pengaduan Masyarakat dipimpin oleh

seorang Inspektur Inspektorat Investigasi Dan Pengaduan Masyarakat
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
Inspektorat.

(2)Inspektorat Investigasi Dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap
pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada
perangkat daerah.

Bagian Kelima
Inspektorat Investigasi Dan Pengaduan Masyarakat

(2) Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja
dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah.

(3) Inspektorat Pembantu II dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan
terhadap perangkat daerah;

h. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;

e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

g. kerja sarna pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas
Internal Pernerintah lainnya

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Inspektur Jenderal;

j. penyusunan laporan hasil pengawasan;

k. pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
tugas dan fungsinya.



Pasa111
Pembagiantugas dan fungsi ke dalam masing-masingunit kerja Inspektorat
pembantu didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.

(3)Inspektorat Investigasi Dan Pengaduan Masyarakat dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mempunyai fungsi:

a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait penanganan pengaduan

masyarakat dan audit investigatif terhadap perangkat daerah;

b. perencanaan program penanganan pengaduan masyarakat dan audit

investigatif terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;

c. pengkoordinasian pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat

dan audit investigatif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;

d. pengawasan penanganan pengaduan masyarakat dan audit

investigatif keuangan dan kinetja perangkat daerah;

e. pengawasan terhadap penanganan pengaduan masyarakat dan audit

investigatif penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang

meliputi bidang tugas perangkat daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan

pengaduan masyarakat dan audit investigatif penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah;

g. kerja sarna pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan

audit investigatif dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah

lainnya

h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil penanganan

pengaduan masyarakat dan audit investigatif;

i. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat dan audit
investigatifuntuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal;

J. penyusunan laporan hasil penanganan pengaduan masyarakat dan
audit investigatif;

k. koordinasi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
L pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan

tugas dan fungsinya.



(1) Inspektur Inspektorat dan Inspektur Pembantu diangkat dan
diberhentikan olehBupati setelah terlebihdahulu dikonsultasikan secara

Pasal15

PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

BABVI

Pasal14
(1) Setiap pimpinan pada Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing
masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya-,

(2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan
dalam pelaksanaan tugas bawahannya-.

(3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya
masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BABV
TATAKERJA

Pasal13

(1) KelompokJabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
terdiri atas tenaga fungsional pengawas penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang
terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidangkeahliannya.

(2) KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal12

KelompokJabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Bagian sesuai dengan keahlian danjatau ketrampilan tertentu serta
bersifatmandiri.

BABIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Tana Tidung Nomor 53 tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah
Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Tidung
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Nomor53 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan Peraturan
Bupati Tana Tidung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Kerja
Inspektorat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku,

Pasa118

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Inspektorat
Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah-

Pasal 17

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal16

(1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.

(2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Inspektorat berhalangan
dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat
dimaksud dapat menunjukan salah satu pejabat struktural untuk
mewakilinya.

tertulis kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan
perundang- undangan.

(2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Inspektur Inspektorat melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang
undangan.



RITADAERAH KABUPATENTANATIDUNGTAHUN 2020 NOMOR 55

SEKRETARIS DAERAHKABUPATENTANATIDUNG,

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal : 31 Desember 2020

Ditetapkan di Ti ng Pale
pada tanggal 2020
BUPATI T

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kabupaten Tana Tidung.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 19

LENOVO
Text Box
                Ditetapkan di Tideng Pale        pada tanggal 31 Desember 2020             BUPATI TANA TIDUNG,                            TTD                 H. UNDUNSYAH

LENOVO
Text Box
          TTD       SAID AGIL       BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG  TAHUN  2020  NOMOR  55



JABATAN FUNGSIONAL
(PENGAWAS PEMERINTAHAN

& AUDITORj

I

JABATAN FUNGSIONAL
(PENGAWAS PEMERINTAHAN

& AUDITORj

._

INSPEKTUR PEMBANl1J
BIDANG INVESTIGASI DAN
PENGADUAN MASYARAKAT

INSPEKTUR PEMBANl1J II

JABATAN FUNGSIONAL
(PENGAWAS PEMERINTAHAN

& AUDITORj

INSPEKTUR PEMBANTU I

I
SUB BAGIAN

PERENCANMN SUB BAGIAN
PROGRAMDAN UMUM DAN
KEUANGAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

KEPALA

LAMPIRAN
NOMOR 55
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT

LENOVO
Text Box
BUPATI TANA TIDUNG               TTD     H. UNDUNSYAH




